PAGE  
75

BAB III

PEMBAHASAN
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan Narkotika yang bersifat Transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan Narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang Narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memperbaharui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan membentuk undang-undang baru.

Undang-undang baru tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan Narkotika, pengadaan Narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan Narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang Narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan, Psikotropika, dan Pertahanan Keamanan.
Dengan alasan alasan dibawah ini bahwasannya : 


1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085)

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan bahwasannya Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 disahkan.

Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah Undang Undang yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk  mengatur tentang Narkotika di Indonesia. Terdiri dari bab I sampai bab XV. Isi dari bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup dan tujuan, bab III tentang pengadaan, bab IV tentang impor dan ekspor, bab V tentang peredaran,  bab VI tentang label dan publikasi, bab VII tentang pengobatan dan rehabilitasi, bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, bab IX tentang peran serta masyarakat, bab X tentang pemusnahan, bab XI tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bab XII tentang ketentuan pidana, bab XIII tentang ketentuan lain-lain, bab XIV ketentuan peralihan dan terakhir bab XV tentang ketentuan penutup.

B. KETENTUAN PIDANA NARKOTIKA
Pasal 78

1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika I dalam bentuk tanaman ; atau

b. Memililki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pasal 79

1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) b didahului dengan pemufakata jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidama dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 80

1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) huruf b didahului dengan  pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

c. Ayat 1 (satu) huruf c didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

c. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;

c. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukanb oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
Pasal 81
1) Barang siapa tanpa melawan hak dan melawan hukum :

a. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah) ;

c. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan  pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;

b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara teroganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

c. Ayat (1) c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

c. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 82

1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) didahului dengan permufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

c. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;

c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;

b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;

c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 83

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal pasal tersebut.
Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a) Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

b) Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ;

c) Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 86

1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) .

2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.
Pasal 87


Barang siapa menyuruh, memberikan , atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak  yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 88

1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 89


Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 90


Narkotika dan hasil hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.
Pasal 91

Penjatuhan pidana terhadap segala tindakan pidana narkotika dalam undang undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 92

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 93

Nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 94

1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 95


Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 96


Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 97


Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.
Pasal 98

1) Terhadap warga asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 99


Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta), bagi :

a. Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik Pemerintah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

c. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; 

d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. 
Pasal 100


Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PIDANA NARKOTIKA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a) Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

b) Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ;

c) Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Pengguna Narkotika dalah mereka yang mengunakan Narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika dan untuk itu memperoleh Narkotika tersebut secara sah. Sedangkan penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Yang dimaksud menggunakan Narkotika diri sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Seandainya yang menggunakan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis, sosial maupun pengobatan.

Narkotika sendiri dipergunakan secara proporsional sesuai dengan asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan maka tidak bisa digolongkan tindak pidana Narkotika akan tetapi jika melebihi dari tujuan tersebut maka bisa disebut delik atau perbuatan pidana atau penyalahgunaan Narkotika

Dampak penggunaan Narkotika bagi diri sendiri bisa dirasakan misalnya saja menggunakan Narkotika Golongan I yaitu Heroin bisa menimbulkan dan menghilangkan rasa nyeri akan tetapi lama kelamaan juga bisa menimbulkan ketergantungan dan bisa berbahaya antara lain : tampak mengantuk, bicara cedal, jalan sempoyongan dan gerak lamban dll.
Dari pasal 85 belum cukup kuat karena banyak sekali alasan-alasan bagi para pengguna Narkotika melakukan perbuatan lagi oleh karena itu ada pemberatan ancaman hukuman pidana yang diatur di dalam pasal 87 yang bertujuan untuk memperkecil peluang penyalahgunaan narkotika oleh pelaku tersebut.

UU Narkotika bertujuan :

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuaan dan teknologi.

b.
Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

c. 
Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.

d. 
Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.
Berdasarkan tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut dan melihat posisi pengguna narkotika dapat dilihat pemberantasan narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika).
Pengguna Narkotika juga adalah warga negara dimana haknya dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia, baik dalam tataran hak atas kesehatan maupun hak ketika berhadap dengan proses hukum, secara khusus UU Narkotika memberikan hak kepada pengguna sebagai berikut :
a) Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika
Sebagaimana disebutkan dalam Tujuan UU Narkotika diatas dimana, adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dimana hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menegaskan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu. Banyak perdebatan yang dimaksud dalam wajib disini, namun menuert hemat penulis hal ini juga memiliki implikasi kepada tanggung jawab negara. pengetahuaan dan teknologi. Pengguna narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara, Negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkotika dimana pembiayaanya dapat diambil dari harta kekayaan dan asset yang disita oleh negara

b) Hak untuk tidak dituntut pidana

UU Narkotika, memberikan diskresi kepada beberapa hal agar pengguna narkotika tidak dipidana, diskresi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 128 UU Narkotika memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan criteria sebagai berikut :

- 
Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)

- 
Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah

Walaupun pengaturan ini telah diatur dalam UU Narkotika sebelumnya10 namun hal tersebut tidak efektif dalam pelaksanaanya karena tidak adanya peraturan pelaksana yang memadai untuk mengakomodir hak diskresi tersebut, dimana aparat penegak hukum masih tetap melakukan proses hukum bagi anak dan pengguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai rehabilitasi medis yang hanya diperbolehkan 2 (dua) kali masa perawatan dokter sebagaimana tertuang dalam Pasal 128 ayat (3) UU Narkotika, hal ini menjadi kendala tersendiri, karena menurut beberapa pihak menggap kecanduaan narkotika adalah penyakit, dimana ada kerusakan dalam otak sehingga sewaktu-waktu bisa kambuh.

D. PIDANA NARKOTIKA BAGI PRODUSEN NARKOTIKA
Pasal 80

1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) huruf b didahului dengan  pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

c. Ayat 1 (satu) huruf c didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

c. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;

b. Ayat 1 (satu) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;

c. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukanb oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
Merupakan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah untuk Narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi atau merakit Narkotika untuk memproduksi obat. Pengertian tersebut sama halnya dengan pengertian menurut Undang-Undang Psikotropika. Adapun perbedaan, terdapat dalam kegiatan mengubah bentuk narkotika dirinci termasuk  mengekstraksi, mengkonversi atau merakit Narkotika. Hal ini tidak terdapat pada pengertian menurut Undang-Undang Psikotropika.
Kegiatan yang menyangkut tentang produksi dan produsen Narkotika di atur di dalam pasal 80, namun disana tidak hanya mengatur perbuatan produksi melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu yaitu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan Narkotika untuk semua golongan antara lain Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
Istilah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi dan merakit sebagaiamana diatur di dalam pasal diatas ternyata ancaman pidana lebih tinggi dibanding pasal yang ada di dalam Undang-Undang Psikotropika.
Adapun produsenBottom of Form dan penjual Narkotika, Indonesia dinilai bukan lagi sebagai konsumen, tapi juga produsen yang mengekspor Narkoba. Angka Narkoba yang masuk ke Indonesia dalam jumlah besar menjadi salah satu indikasinya. Awal Mei lalu Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita hampir 1,5 juta butir ineks yang nilainya tidak kurang dari Rp400 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Polda Metro Jaya tidak lama kemudian mengamankan barang bukti 351 Kg sabu senilai tidak kurang dari Rp700 miliar. Baru-baru ini, Direktorat Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri, mengungkap gudang ratusan kilogram sabu siap edar beserta 350 karung lebih prekursor berupa soda api. Anggota Komisi Hukum DPR, Achmad Basarah, menyatakan keprihatinannya akan reputasi Indonesia di mata internasional semakin hancur seiring makin meningkatnya kualitas kejahatan Narkoba. Indonesia mengalami peningkatan peran dalam kejahatan ini, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Indonesia diposisikan sejajar dengan negara-negara produsen Narkoba lainnya. Mereka adalah negara-negara yang menjadi sarang kejahatan Narkoba, yang bukan sekedar mengedarkan, tapi juga mempengaruhi kebijakan politik negara tersebut.

Di berbagai negara berbeda dalam menentukan hukuman bagi para pengedar seperti halnya di Pengadilan Malaysia menghukum tiga warga Meksiko dan dua orang lainnya atas dakwaan penyelundupan Narkoba. Malaysia juga menolak argumen dari tim pengacara terdakwa atas kasus tersebut.Para warga Meksiko itu berasal dari Negara Bagian Sinaloa, Meksiko. Meski demikian, warga Meksiko tersebut tidak memiliki catatan kriminal di negaranya. Mereka ditangkap pada 2008 lalu di sebuah pabrik Narkoba, namun mereka mengklaim tidak pernah meracik obat-obatan terlarang itu.Hakim mendakwa lima orang tersanga itu dan menghadapkannya kepada hukuman mati. Menurut hukum Malaysia, hukuman bagi seorang pengedar Narkoba adalah hukuman mati. "Pengadilan menemukan bukti, lima orang tersangka terlibat dalam proses pembuatan obat-obatan terlarang," Di dalam pabrik obat-obatan terlarang itu, ditemukan 29 kilogram zat methaphetamine yang apabila dijual, dapat menghasilkan Rp138 miliar. Cairan dari bahan kimia itu juga menodai pakaian para tersangka, oleh karena itulah hakim yakin, tersangka benar-benar terlibat dalam insiden pengedaran Narkoba.

Berbeda dengan Pemerintah Singapura berencana mengubah peraturan yang mewajibkan hukuman mati bagi pengedar Narkoba. Keputusan mengejutkan ini adalah perubahan signifikan dalam hukum Singapura yang terbilang ketat untuk soal kejahatan Narkoba. Rancangan undang-undang baru akan memberikan kebebasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman cambuk plus penjara seumur hidup, sebagai alternatif dari hukuman mati. Syaratnya adalah terhukum bekerja sama dengan pihak berwenang “secara substantif” atau terbukti memiliki keterbelakangan mental. Menyatakan perubahan itu hanya berlaku untuk kurir Narkoba, bukan mereka yang terlibat dalam pemasokan atau distribusi Narkoba di level atas. Pengadilan tetap wajib menjatuhkan hukuman gantung bagi distributor dan pemimpin sindikat Narkoba yang terbukti bersalah. “Tujuan pemerintah tetap sama yaitu kejahatan harus diberantas akan tetapi keadilan bisa dibarengi dengan pengampunan. Jika dirasa tepat, pelanggar hukum harus mendapat kesempatan kedua.”
E. PIDANA NARKOTIKA BAGI PENJUAL NARKOTIKA
Pasal 82

1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) didahului dengan permufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat 1 (satu) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

c. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;

c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;

b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;

c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Kegiatan atau serangkaian kegiatan atau serangkaian penyaluran  atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan pengertian menurut Undang-Undang Psikotropika yaitu lebih lengkap yaitu mempunyai tujuan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Kejahatan yang dibahas di dalam pasal ini tidak hanya dalam arti sempit melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar Narkotika. Dalam pidana tersebut perbuatan menyalurkan dan menyerahkan termasuk ke dalam perbuatan jual beli Narkotika. Kerena peredaran Narkotika terdapat salah satu unsure meliputi kegiatan dalam rangka peredaran.
Berbeda dengan Undang-Undang Psikotropika yang mengatur tentang kejahatan mengedarkan dan mengimpor Psokotropika golongan I, kegiatan menyalurkan dan menyerahkan Psikotropika, kejahatan mengekspor dan mengimpor Psikotropika golongan II dan III dan pengaturannya tidak dalam satu pasal tersendiri. Dan tidak terdapat juga tindak pidana jual beli Psikotropika seperti pada Undang-Undang Narkotika.
Dampak Dan Akibat Penyalahgunaan Penjual Narkoba diantaranya sebagai berikut : 

Bagi Diri Sendiri

1. Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dan ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.

2. Menimbulkan ketergantungan, over dosis, gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
3. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.

4. Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, jantung, Hepatitis B dan C, Tuberculosis, Abses.
Bagi Keluarga

1. Orang tua menjadi malu, sedih, merasa bersalah, marah bahkan kadang-kadang sampai putus asa.

2. Suasana kekeluargaan berubah tidak terkendali karena sering terjadi pertengkaran, saling mempersalahkan, marah, bermusuhan, dll.

3. Uang dan harta benda habis terjual, serta masa depan anak tidak jelas karena putus sekolah dan menganggur.

Bagi Masyarakat

1. Lingkungan menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

2. Kriminalitas dan kekerasan meningkat.

3. Ketahanan kewilayahan menurun.
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